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PENDAHULUAN

Kebutuhan akan tannh pada saat sckarang im semakin meningknt.  Sejatan
dengan semakin Juasnya dan meningkatnya kegiatan pembangunan dibetbagar bidang
dan juga akibat peningkatan pemenuhan  akan kebutuhan hidup. Jadi sudah
selayaknya masalah pertanahan semakin kompleks. Dan untuk itu semuanva perlu
mendapatkan penanganan yang khusus, berdasaskan kenyaiaan 1m  adalah udak
mengherankan apabila kita mehihat masalah penanahan / agrana ini akan selalu timbul
kkepennukaan setiap kali ada usaha manusia yang menyangkut dalam hubungannva
dengan  penyedizan  tamah. Selun e dapat juga diimbulkan olch berbaga
kepentingan rmandesaknya hal mengenar tarah, pennasatahan pertanahan juga dapat
ditimbulkan otch hubungan perdata antara anggota masyaiakat itu sendirt.

Peraturan Menteri Dalam Negen (PMDN ) No. 189 1ahun 198) temiang Provek
Ogperasi Nasional Agianz (PRONA)Y 1anggal 15 Agustus 1981, yang merupakan
pelaksanaan dan pasal 19 UUPA No. 5 tahun 1960, berusaha melaksanakan pendaftaran
tanah, yang timbu! dalam masyarakat

Kita moengetahui  pendaltaran tanah di  Indonesia menganut asas specialitas.
tanah yang d:dafiarkan itu jelas dikctahwi dan nyata ada lokas: 1anshnya dan juga
menganut asas publisilas, anlara lam setap orang dapal mengetahur suatu bidang 1anah
tu milik siapa, bagaimana luasnva dan apakah ada beban di awas tanahnyva, dan jugz

mengann asas negatif aninrva pemilikan suztu bidang wnah yang terdaftar atas nama
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seseorang tidak berarti mutlak adanya sebab dapat saja dipersoalkan siapa pemiliknya
melalula pengadilan negeri.

Pemberian hak atas tanah tidaklah dilakukan secara biasa. karena dalam hal ini
pemberian hak atas tanah tersebut harus dilakukun berdasarkan prinsip kehati-hatian .
pemberian hak atas tanah yang dilakukan dengan cara mendafiarkan tanah kepada
kantor pertanahan setempat tidaklah dapat dilakukan begitu saja. tetapi haius
ditopang dengan pendanaan dan juga alat-alat bukti yanp melengkapinya. Pada
dasarnya disinilah lctak inasyarukal terasa engpan untuk mendatarkan anahnya.

Memandang latar belakang diatas maka PRONA sebaga: suatu proyek
pemerintah didalam penduftaran dan pemberian tanda bukti hak seseoran atas 1anah
dirasakan sangat membantu jalan keluar dan permasalahan tersebut. Tetapi
meskipun demikian tetap saju boha didalam pemberian hak atas tanah melalui
PRONA ini dibutuhkan kehati-hatian didalam prosedur yang mencerminkan

kepastian hukum.

A. Penegasan Dan Pengertian Judul

sekripsi ini berjudul “Suatu Tinjauan Tentang Pemberian Hak Atas Tanah
Mclalui Prona, Kecamatan Medan Johor Kota Mcdan®”,
Sebelum lebih lanjut menguratkan pembahasan tentang isi sknipsi ini maka terlebih

dahulu penulis membenkan batasan dan pengertian atas judul yang diberikan penulis

diatas,  Karcna anpa adanyy  penegasan  dan  pengertian judu!  akan  dapat
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